IZIN LINGKUNGAN, AMDAL dan UKL UPL

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha dan/atau Kegiatan pada
dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak
terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis
sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan
dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan
untuk melakukan hal tersebut adalah Amdal dan UKL-UPL, Amdal dan UKL-UPL juga merupakan

salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan.

Izin Lingkungan adalah: Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha
dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan (Pasal 1 angka 35
UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 1

angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang lIzin Lingkungan)

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Amdal adalah: Kajian mengenai dampak penting
suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi

proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau UKL-UPL
adalah Pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak
penting Terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang

penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

Usaha atau kegiatan dilihat dari perspektif lingkungan hidup terbagi tiga tingkatan:
Usaha atau kegiatan Wajib AMDAL;

= Usaha atau kegiatan Wajib UKL UPL;

= Usaha atau kegiatan Wajib SPPL.
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Usaha atau kegiatan yang mana yang wajib Izin lingkungan?

Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyebutkan bahwa "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib
memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan".

Dengan demikian usaha atau kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan adalah:

Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau
Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL



https://1.bp.blogspot.com/-GnWwgDclQyw/XtTtAviir_I/AAAAAAABZ8o/VlOatMPuWzUrSlHNA9UeHBVGP2ZfwUG3ACLcBGAsYHQ/s1600/IZIN+LINGKUNGAN.jpg

Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki lzin Lingkungan
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Sumber: Pasal 2 PP 2712012 Izin Lingkungan

Apakah sanksi jika suatu usaha tidak memiliki izin lingkungan?
Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin
Lingkungan (Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup) barang siapa yang melanggar dapat dikenai pidana sebagaimana diatur dalam

ketentuan Pasal 109 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009 bahwa:

"Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1
(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)". (Pasal 109 ayat (1)
UUPPLH)

“Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan
tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00
(tiga miliar rupiah)”. (Pasal 111 ayat (2) UUPPLH)

IZIN LINGKUNGAN UNTUK YANG WAIJIB AMDAL

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

apakah yang dimaksud dengan AMDAL?
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apakah perbedaan AMDAL dengan ANDAL?

Amdal adalah: Kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

Analisis Dampak Lingkungan Hidup atau Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam

tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Hasil kajian AMDAL berupa dokumen AMDAL vyang terdiri dari 3 dokumen, vyaitu:

= Dokumen Kerangka Acuan (KA),
= Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL),

= Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan

Lingkungan Hidup (RPL),

Pasal 111 ayat (1) UUPPLH mengancam:

"Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan
amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah).

Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan apa saja yang wajib memiliki dokumen AMDAL?
Tidak semua usaha atau kegiatan wajib memiliki amdal, Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib

memiliki Amdal yaitu usaha/kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
Dampak Penting adalah: perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan

oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

Kriteria dampak penting antara lain terdiri atas:
= besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
* |uas wilayah penyebaran dampak;
= intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
= Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
= sifat kumulatif dampak;
= berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau

= kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Apakah Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan

amdal?

Pasal 23 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak

penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:

= pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;

= eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;

= proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau
kerusakan

= lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam
pemanfaatannya;

= proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan
buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;

= proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi
sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;

= introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;

= pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;

= kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara;
dan/atau

= penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi

lingkungan hidup

Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebelumnya tercantum dalam
Lampiran | Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 05 Tahun 2012 Tentang Jenis
Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL (Lihat di sini) namun sejak
diundangkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

No. P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang

Wajib Memiliki AMDAL maka Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang

Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL dan jenis rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan

lindung

PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PENILAIAN DOKUMEN AMDAL
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Dokumen AMDAL terdiri dari 3 dokumen yaitu KA, ANDAL, RKL dan RPL, dengan demikian
prosedur penyusunan Dokumen AMDAL merupakan penyusunan dokumen KA, ANDAL, RKL dan

RPL yang saling keterkaitan satu dengan lainnya.

Siapakah yang menyusun dokumen AMDAL?
AMDAL disusun oleh Pemrakarsa, Pemrakarsa dalam menyusun dokumen Amdal dapat
dilakukan sendiri atau meminta bantuan kepada pihak lain baik perorangan atau yang tergabung
dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dengan syarat telah memiliki
sertifikat kompetensi penyusun Amdal. Pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi

lingkungan hidup Pusat, provinsi, atau kabupaten/kota dilarang menjadi penyusun Amdal.

Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu

Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan
Kapan dokumen AMDAL disusun?
Dokumen AMDAL disusun pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan dengan

Lokasi wajib sesuai dengan rencana tata ruang.

Jika lokasi kegiatan yang direncanakan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal
tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa. (Pasal 4 PP No. 27 Tahun 2012

tentang Izin Lingkungan)

Penyusunan Dokumen Amdal

Tahap Perencanaan
—0—0—0—0

Rencana Studi Disain | Konstruksi Operasi

0o

Umum Kelayakan Rinci

Amdal disusun oleh pemrakarsa

Tidak sesuai dengan
rencana tata ruang,
- dokumen Amdal tidak

e Lokasi rencana usaha dapat dinilai dan
7 wajib dikembalikan
== dan/atau kegiatan L

b
l IIHI l’l .ﬂ' ﬁﬂﬂl} waijib sesuai dengan kepada pemrakarsa

— rencana tata ruang
Ilnlluman nnmnl

PROSEDUR PENYUSUNAN AMDAL

Sumber: Pasal 4-5 PP 27/2012 |zin Lingkungan
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Keterlibatan Masyarakat Sekitar
Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal wajib mengikutsertakan masyarakat, adapun

masyarakat yang dilibatkan mencakup:
= Masyarkat yang terkena dampak;
= Masyarakat pemerhati lingkungan hidup; dan
= Masyarkat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal

Pengikutsertaan masyarakat tersebut dilakukan melalui

= pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan

= konsultasi publik yang dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan (KA)
Melalui proses pengumuman dan konsultasi publik, masyarakat dapat memberikan saran,
pendapat dan tanggapan (SPT) yang disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa dan

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan penilaian dokumen Amdal

Tujuan dilibatkannya masyarakat dalam proses amdal dan izin lingkungan agar:
Masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang

berdampak penting terhadap lingkungan;
= Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana usaha
dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;

= Masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan
rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang

berdampak penting terhadap lingkungan;

= Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas proses izin

lingkungan;

Apakah dengan Pengikutsertaan masyarakat melalui pengumuman dan konsultasi publik terkait
rencana usaha atau kegiatan berarti telah memiliki izin lingkungan?
jawabannya belum, Pengikutsertaan masyarakat baru merupakan prasyarat menyusun kerangka

acuan

Di atas telah disampaikan bahwa penyusunan Dokumen AMDAL merupakan penyusunan

dokumen KA, ANDAL, RKL dan RPL yang saling keterkaitan satu dengan lainnya, dimulai dari



pennyusunan Dokumen KA

Penyusunan Dokumen Kerangka Acuan (KA)

Kerangka Acuan (KA)

Kerangka Acuan (KA) adalah: Ruang lingkup studi analisis dampak lingkungan hidup yang

merupakan hasil pelingkupan

Tujuan penyusunan Kerangka Acuan (KA) adalah:

= merumuskan lingkup dan kedalaman studi Andal;

= mengarahkan studi Andal agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan biaya,

tenaga, dan waktu yang tersedia.

Fungsi dokumen Kerangka Acuan (KA) adalah:

= sebagai rujukan penting bagi pemrakarsa, penyusun dokumen Amdal, instansi yang
membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan, dan instansi lingkungan hidup, serta tim
teknis Komisi Penilai Amdal tentang lingkup dan kedalaman studi Andal yang akan

dilakukan;

= sebagaisalah satu bahan rujukan bagi penilai dokumen Andal untuk mengevaluasi hasil studi

Andal.

Peosedur Penyusunan, Penilaian dan Persetujuan Kerangka Acuan (KA):

= Kerangka Acuan yang telah disusun oleh Pemrakarsa sebelum penyusunan Andal dan RKL-
RPL. diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan
melalui Sekretariat Komisi Penilai Amdal

= Sekretariat Komisi Penilai Amdal memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan
administrasi Kerangka Acuan,

= Kerangka Acuan yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi, dinilai oleh Komisi Penilai
Amdal,

= Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai Kerangka Acuan,

= Tim teknis dalam melakukan penilaian, melibatkan Pemrakarsa untuk menyepakati Kerangka
Acuan,

= Tim teknis menyampaikan hasil penilaian Kerangka Acuan kepada Komisi Penilai Amdal.

= Dalam hal hasil penilaian tim teknis dinyatakan dapat disepakati oleh Komisi Penilai Amdal,

Komisi Penilai Amdal menerbitkan Persetujuan Kerangka Acuan.



Penilaian Kerangka Acuan
@ 1ixahasil Penilaian:

KA memeriukan perbaikan, Komisi
mengembalikan KA ke pada permrakarsa.
Tidak Pemrakarsa menyampaikan kembali
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‘ e > Tim _'Fe!mis
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e — ' 3 Melibatkan
Dokumen |G = . Pemrakarsa
Kerangka Kelengkapan
Acuan | | Adrministrasi
Jangka waktu Penilaian,
Penyampaian hasil Jika Hasil Penilaian:

KA dapat disepakati, Komis
menerbitan persetujuan
kerangka acuan

penilaian dan
penerbitan KA:

30 Hari Kerja tidax
termasuk perbaikan/
penyempurnaan

Sumher Pacal 21-724 PP 272047 izin | innkinnan
Penilaian Kerangka Acuan

Form uji Administrasi Kerangka Acuan Andal

Prosedur Penyusunan dan Penilian Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan
Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
ANDAL adalah:

Telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau
kegiatan.

RKL adalah:

Upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana
Usaha dan/atau Kegiatan.

RPL adalah:

Upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha
dan/atau Kegiatan

Andal disusun dengan tujuan untuk menyampaikan telaahan secara cermat dan mendalam
tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Hasil kajian dalam Andal

berfungsi untuk memberikan pertimbangan guna pengambilan keputusan kelayakan atau

ketidaklayakan dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan.
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Prosedur Penyusunan dokumen ANDAL dan RKL-RPL:

= Pemrakarsa menyusun Dokumen Andal dan Dokumen RKL-RPL berdasarkan Dokumen
Kerangka Acuan yang telah diterbitkan persetujuannya,

= Draft Dokumen Andal dan Dokumen RKL-RPL diajukan kepada Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangan melalui Sekretariat Komisi Penilai Amdal

= Sekretariat Komisi Penilai Amdal memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan
administrasi dokumen Andal dan RKL-RPL.

= Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai dokumen Andal dan RKL-RPL yang
telah dinyatakan lengkap secara administrasi oleh Sekretariat Komisi Penilai Amdal

= Komisi Penilai Amdal, berdasarkan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL menyelenggarakan
rapat Komisi Penilai Amdal.

= Dalam hal rapat Komisi Penilai Amdal menyatakan bahwa dokumen Andal dan RKL-RPL perlu
diperbaiki, Komisi Penilai Amdal mengembalikan dokumen Andal dan RKL-RPL kepada
Pemrakarsa untuk diperbaiki

= Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan dokumen Andal dan RKL-RPL

= Berdasarkan dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah diperbaiki Komisi Penilai Amdal
melakukan penilaian akhir terhadap dokumen Andal dan RKL-RPL.

= Komisi Penilai Amdal menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL kepada
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.

= Rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL dapat berupa: rekomendasi kelayakan
lingkungan; atau rekomendasi ketidaklayakan lingkungan.

= Komisi Penilai Amdal menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian
akhir kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya

= Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berdasarkan rekomendasi penilaian atau penilaian
akhir dari Komisi Penilai Amdal menetapkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau
ketidaklayakan lingkungan hidup.

= Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup
dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil

penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal



Penilaian Andal dan RK1-RPL

Hasil Rapat KPA: Dok,
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PenilaiAMDAL
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RKL-RPL |

Hasil Penilain

Jangka waktu Penilaian

ANDAL dan RKL-RPL Il Tim Teknis
15 Hari Kerja
ANDAL dan Sumber: Pasal 28-31 PF
tidak termasuk perbaikan/ RKL-RPL 27/2012 Izin Lingkungar

penyempurnaan secara Teknis

Penilaian ANDAL dan RKL-RPL

Form uji administrasi Dokumen ANDAL dan RKL-RPL (Klik di sini)

Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup

Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah: "keputusan yang menyatakan kelayakan
lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan
Amdal".

Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup paling sedikit memuat:

= dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan;

= pernyataan kelayakan lingkungan;

= persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan RKL-RPL; dan

= kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait (Pasal 33 PP No. 27 Th 2012)

Bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL disampaikanlah Permohonan Izin
Lingkungan dilengkapi dengan dokumen AMDAL (KA, draft Andal dan RKL-RPL), dokumen

pendirian  Usaha dan/atau Kegiatan; dan profil Usaha dan/atau Kegiatan

dari uraian di atas jelaslah perbedaan antara lIzin Lingkungan dengan AMDAL (Kerangka Acuan,

ANDAL dan RKL-RPL), yang pasti AMDAL bukan merupakan Izin Lingkungan
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Muatan Keputusan Kelayakan Linakunuan

Dasar pertimbangan dikeluarkannya
penetapan; dan

Pernyataan kelayakan lingkungan usaha
dan/atau kegiatan;

Rekomendasi Hasil
Penilal an Andal & RKI-
RPL dari Komisi Penilai

Persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesu:
dengan yang tercantum dalam RKL-RPL.

Kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak

terkait
Amdal : S
E‘) jumlah dan jenis izin PPLH yang
Sumber Pasal 12-33 PP 27,2012 dhuaiibkan (Jika wajib memiliki izin
Izin Lingkungan PPLH)

Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup

IZIN LINGKUNGAN UNTUK YANG WAIJIB UKL-UPL

Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)

sebagai salah satu syarat memperoleh izin lingkungan

Apakah yang dimaksud UKL-UPL?
UKL-UPL adalah: Pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak
berdampak penting Terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan

keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

Siapakah yang menyusun UKL-UPL?
UKL-UPL disusun oleh Pemrakarsa, Pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi lingkungan
hidup Pusat, provinsi, atau kabupaten/kota dilarang menjadi penyusun UKL-UPL. Kecuali dalam
hal instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi, atau kabupaten/kota bertindak sebagai

Pemrakarsa.

Jenis Kegiatan atau usaha apa saja yang wajib ukl upl?

Jenis Kegiatan atau usaha yang wajib ukl upl ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur atau
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Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota

Pasal 34

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan vang tidak

termasuk dalam kriteria wajib amdal
schagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (1) wajib memiliki UKL-TUPL.

[2) Gubernur atau bupati fwalikota

menetaplkan jenis usaha dan/atau
kegiatan yvang wajib  dilengkapi dengan
UKL-LUIPL.,

PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PEMERIKSAAN UKL-UPL

Prosedur Penyusunan UKL-UPL:

UKL-UPL disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
dengan Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang,
UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa. (Pasal 14 PP No.
27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan)

Penyusunan UKL-UPL dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL dengan format yang
ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 16 Tahun 2012 Tentang

Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (lihat disini)

Pemeriksaan UKL-UPL

Formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh Pemrakarsa disampaikan kepada Menteri, gubernur,
atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan

Pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan Rekomendasi UKL-UPL dapat dilakukan oleh: pejabat
yang ditunjuk oleh Menteri; kepala instansi lingkungan hidup provinsi; atau. kepala instansi
lingkungan hidup kabupaten/kota.

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi
formulir UKL-UPL.

Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan tidak
lengkap, Menteri,gubernur, atau bupati/walikota mengembalikan UKLUPL kepada
Pemrakarsa untuk dilengkapi.

Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap,
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan pemeriksaan UKL-UPL.

Pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak formulir UKL-UPL
dinyatakan lengkap secara administrasi.

Berdasarkan pemeriksaan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL. berupa: PERSETUJUAN UKL-UPL atau PENOLAKAN UKL
UPL
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Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang
wajib UKL-UPL

Bersamaan dengan pengajuan pemeriksaan UKL-UPL disampaikanlah Permohonan lzin
Lingkungan dilengkapi dengan melampirkan dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan

profil Usaha dan/atau Kegiatan.

Pemeriksaan UKL/UPL & Penerhitan Rekomendasi UKL-UPL

et e b

+ Kepala Instansi LH Provinsi, atau;
+ Kepala Instansi LH Kab/kota

‘ Kelengkapan Pemeriksaan Rekomeniasi
Teknis UKL-UPL UKIL-UPL
Hasil *Persetujuan , atau
Pemeriksaan : *pe nolakan
UKL-UPLperlu

Jangka waktu Pemeriksaan
Teknis UKL-UPL

14 Hari Kerja

tidak termasuk perbaikan/
penyempurnaan

A

Pemrakarsa Sumber Pasal 36-40 PP 27/2012 Izin Lingkungar
Prosedur Penyusunan UKL-UPL

Form uji Administrasi Dokumen UKL UPL (klik di sini)

Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL atau UKL-UPL wajib membuat surat

pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).

IZIN LINGKUNGAN
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin
lingkungan. Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau

rekomendasi UKL-UPL.

Apakah yang dimaksud dengan izin lingkungan?
Izin Lingkungan adalah: I1zin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau
Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan
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lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan (Pasal 1 angka 35
UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 1

angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan)
Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. (Pasal
40 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009), dengan demikian seharusnya izin lingkungan harus ada

terlebih  dulu sebelum penerbitan izin usaha,dan ada ketentuan bahwa:

Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan
tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun
dan denda paling banyak tiga miliar rupiah. (Pasal 111 ayat (2) UU No. 32 tahun 2009)

Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.

PENERBIT IZIN LINGKUNGAN

Siapakah yang menerbitkan izin lingkungan?... lzin Lingkungan diterbitkan oleh:

= Menteri, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang
diterbitkan oleh Menteri;

= gubernur, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang
diterbitkan oleh gubernur; dan

= bupati/walikota, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL
yang diterbitkan oleh bupati/walikota. (Pasal 47 ayat (1) UU No 32/2009)

Pasal 37 ayat (1) UUPPLH menharuskan:

"Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak
permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-
UPL".

PROSEDUR PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN
bagaimanakah prosedur permohonan izin lingkungan?..
Izin Lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:

= Penyusunan AMDAL dan UKL-UPL;
= Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
= Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Poin 1 dan 2 telah dibahas di atas, poin 3 perihal Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan

kita bahas di bawah ini:



Permohonan Izin Lingkungan:

= Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan/atau
Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.

= Permohonan lIzin Lingkungan disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian ANDAL
dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.

= Permohonan lzin Lingkungan harus dilengkapi dengan: Dokumen Amdal atau formulir UKL-
UPL; Dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan Profil Usaha dan/atau Kegiatan.

= Setelah menerima permohonan lIzin Lingkungan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
wajib mengumumkan permohonan lIzin Lingkungan

= Pengumuman untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal dilakukan oleh Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha
dan/atau Kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL
yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.

= Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman
dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.

= Saran, pendapat, dan tanggapan dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena
dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal.

= Pengumuman untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL dilakukan oleh Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota. melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha
dan/atau Kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang
diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.

= Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.

= Saran, pendapat, dan tanggapan dapat disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.



Permohonan Izin Lingkungan

Permohon izin lingkungan
disampaikan bersamaan
dengan pengajuan

l penilaian Andal dan RKL-

RPL atau Pemeriksaan
g UKL-UPL

= - Menteri
. ' - Gubernur
- Bupati/

Walikota

<

Penanggung Jawab
Usaha/Kegiatan

Persyaratan
1. Dokumen Amdal atau

formulir UKL-UPL;
2. Dokumen pendirian
usaha dan/atau kegiatan,

dan
3. Profil usaha dan/atau
kegiatan

Sumber: Pasal 42-43 PP 27/2012 Izin Lingkungan
syarat permohonan izin lingkungan

Penerbitan Izin Lingkungan

Izin Lingkungan diterbitkan oleh: a. Menteri, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup

atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Menteri; b. gubernur, untuk Keputusan

Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh gubernur; dan

c. bupati/walikota, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-

UPL yang diterbitkan oleh bupati/walikota.

= |zin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota setelah
dilakukannya pengumuman permohonan lIzin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44; dan

= [zin lingkungan diterbitkan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

= |zin Lingkungan paling sedikit memuat: a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam
Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL; b. persyaratan dan
kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan c. berakhirnya
Izin Lingkungan.

= Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Izin Lingkungan mencantumkan jumlah
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dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

= lIzin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin Usaha dan/atau Kegiatan.

= Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib
diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.

= Pengumuman dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

Dari Ketentuan tersebut di atas, maka DOKUMEN AMDAL atau UKL-UPL harus ada terlebih

dahulu sebelum terbitnya IZIN LINGKUNGAN, dan ada ketentuan bahwa:

Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan
amdal atau UKL-UPL dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling
banyak tiga miliar rupiah. Pasal 111 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009)

Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan

Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban:

= menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup;

= membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban
dalam Izin Lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; disampaikan secara
berkala setiap 6 (enam) bulan.

= menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. (Pasal 53 PP No. 27 th 2012)

Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53

dikenakan sanksi administratif yang meliputi:
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;
C. pembekuan Izin Lingkungan; atau

d. pencabutan Izin Lingkungan. (Psal 71 PP 27 Th 2012)

Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya PP NO 27 Tahun
2012 tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan (Pasal 73 PERATURAN
PEMERINTAH Rl NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN)

PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN
Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan lzin
Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan

direncanakan untuk dilakukan perubahan.



Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan meliputi:

perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup

terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil

kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan;

tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun

sejak diterbitkannya lIzin Lingkungan.

perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup sebagaimana disebut poin 3 adalah

perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidupyang memenuhi kriteria:

perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan
hidup;

penambahan kapasitas produksi;

perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;

perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;

perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;

perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;

Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau

terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena
akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan

dilaksanakan;

Sebelum mengajukan permohonan perubahan lIzin Lingkungan penanggung jawab Usaha

dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan

Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

PEMBATALAN IZIN LINGKUNGAN

Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dapat dibatalkan apabila:

persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan,
penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau

informasi;

penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi

tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKLUPL; atau



= kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. (Pasal 37 ayat (2) UUPPLH)

Selain itu izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.

Apakah perbedaan izin lingkungan dengan izin PPLH ?
izin lingkungan diterbitkan sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan,
Izin lingkungan diterbitkan sebelum diterbitkannya izin usaha yaitu diterbitkan pada tahap

perencanaan sedangkan Izin PPLH diterbitkan pada tahap operasional.

IZIN PPLH

Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman
Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

menyebutkan definisi Izin PPLH

Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ataulzin PPLH adalah:
Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan
air limbah, emisi, udara, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan berbahaya dan beracun

dan/atau gangguan yang berdampak pada lingkungan hidup dan/atau kesehatan manusia.

Jenis Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penjelasan Pasal 48 ayat (2) PP No. 27 tahun 2012 menyebutkan IZIN PPLH antara lain:

= |zin Pembuangan Limbah Cair, (IPLC)

= izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, (Land Application)
= izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3),
= izin pengumpulan limbah B3,

= izin pengangkutan limbah B3,

= izin pemanfaatan limbah B3,

= izin pengolahan limbah B3,

= izin penimbunan limbah B3,

= izin pembuangan air limbah ke laut,

= izin dumping,

= izin reinjeksi ke dalam formasi, dan/atau

= izin venting.

Sumber :

http://blogmhariyanto.blogspot.com
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